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Abstrak 
 Penulisan jurnal ini berjudul “Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian 
Pinjam Nama (Nominee)”, Tanah merupakan unsur yang penting bagi manusia. UUPA mengatur hak-hak atas tanah di 
Indonesia, Hak Milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA 
mengandung diskriminasi terhadap Warga Negara Asing sehingga mengalami konflik norma dengan Pasal 5 ayat (1) 
UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum. Sehingga perjanjian 
Pinjam Nama (nominee) antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing tentang penguasaan Hak Milik atas 
tanah perlu diteliti berdasarkan kedudukan persamaan Hak Asasi Manusia bagi orang asing dihadapan hukum dan 
legalitas perjanjian pinjam  nama (nominee) menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Yang merupakan permasalahan dari jurnal ini: (1) Bagaimanakah hak negara membatasi hak warga negara asing atas 
tanah dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia? (2) Bagaimanakah legalitas perjanjian pinjam nama menurut Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?  
Kata kunci adalah Hak  Milik, Warga Negara Asing, Perjanjian  Pinjam  Nama. 
 
Abstract 
This study titled "Land Tenure Property Rights by Foreigners Through Borrowing Agreement Name (Nominee)" 
Land is an important element for humans. BAL set of rights to land in Indonesia, Hak is a hereditary rights, the strongest 
and most of the land. Article 21 paragraph (1) UUPA contain any discrimination against foreign citizens that conflict 
with the norms of Article 5 (1) of Law No. 39 of 1999 which states the equation where each person before the law. 
Agreement should Lending Name (nominee) between Indonesian citizens with foreign citizens on the mastery of Property 
Rights over land need to be investigated by the position of the equation for Human Rights to foreigners before the law 
and the legality of the agreement to borrow the name (nominee) pursuant to Article 1320 KUH Perdata.  
Which is a problem of this thesis: (1) How is the right of states restrict the right of foreign nationals on the 
ground from the viewpoint of human rights? (2) How is the legality of the agreement to borrow the name under Section 
1320 KUH Perdata ?  
Keywords : Hak, foreigners, Borrowing Agreement Name. 
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I. PENDAHULUAN 
Secara etimologi tanah adalah permukaan bumi 
yang terbatas, ditempati suatu bangsa, diperintah suatu 
Negara menjadi daerah Negara (Balai Pustaka, 1990). 
Menurut Wantjik Saleh yang dimaksud dengan ‘tanah’ 
adalah hanya ‘permukaan bumi’, jadi merupakan 
sebagian dari permukaan bumi (Wantjik Saleh , 1982).  
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan:  
Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran  rakyat. 
 
Pelaksanakan amanat yang terkandung dalam 
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pemerintah 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(selanjutnya disebut UUPA). Ketentuan dalam Bab I 
UUPA mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan-
ketentuan pokok yang dalam pasal-pasalnya 
menjelaskan tentang wilayah Indonesia, pengaturannya 
dan manfaat yang diharapkan untuk seluruh bangsa 
seperti dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2. 
Pengaturan Pasal 1 UUPA mengakibatkan 
hubungan antara bangsa Indonesia dengan seluruh 
wilayah Indonesia khususnya dengan tanah akan 
berlangsung tidak terputus-putus untuk selama-
lamanya. Sifat abadi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) 
UUPA artinya selama rakyat Indonesia masih bersatu 
sebagai Bangsa Indonesia dan selama tanah bersama 
tersebut masih ada pula, dalam keadaan yang 
bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan 
dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. 
Pengaturan Pasal 2 UUPA mengenai Hak menguasai 
dari Negara atas tanah mengandung tugas kewenangan 
untuk mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang 
termasuk dalam bidang Hukum Publik. Hak menguasai 
dari Negara atas tanah bersumber pada Hak Bangsa 
Indonesia atas tanah yang hakikatnya merupakan 
penugasan pelaksanaan kewenangan bangsa yang 
mengandung unsur publik.  
 UUPA mengatur perbedaan pemberian hak 
atas tanah bagi Warga Negara Indonesia dan warga 
negara asing khususnya hak milik atas tanah dilihat 
dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UUPA diuraikan, 
bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat 
mempunyai hak milik. UUPA melarang hak milik 
kepada orang asing sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 26 ayat (2) UUPA. Pelanggaran terhadap pasal ini 
mengandung sanksi batal karena hukum dan tanahnya 
jatuh kepada negara.  
Saat ini banyak terjadi penguasaan tanah oleh 
WNA, baik melalui tata cara penguasaan tanah yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku maupun dengan cara yang terselubung, seperti 
dengan pola perjanjian Pinjam Nama (nominee) dengan 
WNI. Dalam perjanjian Pinjam Nama (nominee) cara 
administratif tanah hak milik terdaftar atas nama 
WNI, tetapi fakta WNA-lah yang memiliki, 
menguasai dan melakukan aktifitas di atas tanah hak 
milik tersebut. Tindakan demikian secara yuridis 
bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA yang 
menyatakan: 
Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, 
pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain 
yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 
memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada 
seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan 
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau 
kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan 
oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), 
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adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada 
Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain 
yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak 
dapat dituntut kembali.  
 
Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
menyatakan bahwa: 
 
Negara Indonesia  ialah negara hukum. 
 
Pernyataan ini menyatakan bahwa segala 
ketentuan yang ada di negara ini harus sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. UU Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  Pasal 1 ayat 
(1) menyatakan bahwa: 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 
sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia. 
 
Sedangkan Pasal 5 ayat (1) menyatakan: 
Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi 
yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta 
perlindungan yang sama sesuai dengan martabat 
kemanusiaan di depan hukum. 
 
Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 
1960 yang menyatakan hanya warga negara Indonesia 
yang mempunyai hak milik, dengan kata lain hak milik 
tidak diberikan kepada orang asing mengandung 
diskriminasi sehingga bertentangan dengan UU Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 
5 ayat (1) tentang persamaan kedudukan setiap orang di 
hadapan hukum, dengan demikian perjanjian pinjam 
nama (nominee) antara Warga Negara Indonesia dengan 
Warga Negara Asing tentang penguasaan Hak Milik 
atas tanah perlu diteliti berdasarkan hak negara 
membatasi hak warga negara asing atas tanah dilihat 
dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan legalitas 
perjanjian pinjam nama menurut Pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di 
atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah hak negara membatasi hak 
warga negara asing atas tanah dilihat dari 
sudut pandang Hak Asasi Manusia ? 
2. Bagaimanakah legalitas perjanjian pinjam 
nama menurut Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata ? 
Penulisan jurnal ini memiliki dua tujuan 
sebagaimana seperti diuraikan di bawah ini, yaitu: 
a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa 
secara mendalam mengenai Hak Negara 
untuk membatasi keberadaan HAM Warga 
Negara Asing atas tanah di Indonesia. 
b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa 
secara mendalam mengenai legalitas 
perjanjian pinjam nama (nominee) untuk 
penguasaan hak milik atas tanah oleh 
Warga Negara Asing menurut Pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 
II. PEMBAHASAN 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang telah 
dijabarkan kedalam UUPA yang mengatur mengenai 
hukum pertanahan dan agraria di Indonesia dalam 
penyusunanya memuat beberapa asas antara lain: 
 
 
a. Asas Kebangsaan 
Pariksa - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja 21 
 
Asas ini tercermin dalam Pasal 1 UUPA yang 
terdiri dari enam ayat, yaitu : 
(1) “Seluruh wilayah Indonesia adalah 
kesatuan tanah air dari seluruh rakyat 
Indonesia yang bersatu sebagai bangsa 
Indonesia. 
(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dalam wilayah Republik 
Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa adalah bumi, air dan ruang 
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 
kekayaan nasional. 
(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan 
bumi,air serta ruang angkasa termaksud 
dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan 
yang bersifat abadi. 
(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan 
bumi, termasuk pula tubuh bumi 
dibawahnya serta yang berada dibawah air. 
(5) Dalam pengertian air termasuk baik 
perairan pedalaman maupun laut wilayah 
Indonesia. 
(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa 
ialah ruang diatas bumi dan air tersebut 
pada ayat (4) dan (5) pasal ini.” 
 
Hak bangsa merupakan hak penguasaan atas 
tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional. 
Subyek Hak Bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia 
sepanjang masa yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia, 
yaitu generasi-generasi terdahulu, sekarang dan 
generasi-generasi yang akan datang. Hak Bangsa 
meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia, tidak ada tanah yang termasuk “res 
nillius”. Hak Bangsa sebagai lembaga hukum tercipta 
pada saat diciptakannya hubungan hukum konkret 
dengan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 
kepada rakyat Indonesia dan merupakan hubungan 
hukum yang berifat abadi. 
 
b. Asas Hak Menguasai Negara 
Asas ini tercantum dalam bunyi Pasal 2 UUPA 
yang terdiri empat ayat, yaitu : 
(1) “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi 
dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat. 
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud 
dalam ayat (1) pasal ini memberi 
wewenang untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan 
peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang 
angkasa tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
(3) Wewenang yang bersumber pada hak 
menguasai dari Negara tersebut pada ayat 
(2) pasal ini digunakan untuk mencapai 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam 
arti kebahagiaan, kesejahteraan dan 
kemerdekaan dalam masyarakat dan 
negara hukum Indonesia yang merdeka, 
berdaulat, adil dan makmur. 
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(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas 
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada 
daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar 
diperlukan dan tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional, menurut ketentuan-
ketentuan Peraturan Pemerintah.” 
c. Asas pengakuan Hak Ulayat 
d. Asas Hukum Agraria Nasional berdasarkan hukum 
adat 
e. Asas Fungsi Sosial 
f. Asas Landreform  
g. Asas Tata Guna Tanah  
h. Asas Kepentingan Umum  
i. Asas Pendaftaran Tanah  
 
Sesuai dengan asas Kebangsaan dan asas Hak 
Menguasai Negara yang harus dilihat dalam konteks 
hak dan kewajiban negara sebagai pemilik kekuasaan 
yang mengemban tugas menciptakan kesejahteraan 
rakyat. Kedudukan negara sebagai badan penguasa 
pemilik kekuasaan itu adalah pengejawantahan dari 
faham pola hubungan antara perseorangan dengan 
masyarakat dalam konsepsi hukum adat yang 
kristalisasi nilai-nilainya terumuskan dalam Pembukaan 
UUD 1945, sehingga asas Kebangsaan dan Hak 
Menguasai Negara mengandung didalamnya untuk 
melaksanakan hak dan kewajibannya yang melahirkan 
kekuasaan, wewenang bahkan daya paksa. Dengan 
demikian pengertian hak menguasai negara adalah 
kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi 
wewenang, mengatur, merencanakan, 
mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam 
hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara 
dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, 
masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang 
berkaitan dengan tanah. Kewenangan negara untuk 
mengatur, mengurus dan mengawasi hak atas tanah baik 
yang ada pada perseorangan, masyarakat dan negara 
berhubungan erat dengan konsep keseimbangan antara 
hak dan kewajiban yang didalamnya mengandung unsur 
bahwa setiap hak terdapat di dalamnya kewajiban, 
demikian pula sebaliknya. 
Dengan demikian tiap perseorangan, 
masyarakat maupun negara berdasar hak masing-
masing pada hakekatnya mempunyai kewajiban untuk: 
a) memanfaatkan tanah secara nyata bagi 
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat, 
b) melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat 
atas tanah, 
c) mencegah segala tindakan yang menyebabkan 
rakyat tidak mempunyai kesempatan atau 
kehilangan hak atas tanah.  
Negara dalam kedudukannya sebagai badan 
penguasa mempunyai kekuasaan untuk dipaksakan, 
melaksanakan segala ketentuan tersebut di atas. Dengan 
demikian makna dari hak menguasai negara adalah 
tuntutan Negara terhadap perseorangan, masyarakat dan 
negara sendiri untuk melaksanakan hak sesuai dengan 
kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam bentuk 
memanfaatkan tanah, melindungi dan menjamin hak-
hak pihak lain serta mencegah tindakan yang 
menyebabkan pihak lain kehilangan kesempatan atau 
hak atas tanah. 
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 
memiliki maka Hukum Tanah Nasional harus sesuai 
dengan kepentingan rakyat. Sebagaimana dikatakan 
oleh Boedi Harsono : 
Hukum Tanah Nasional sudah barang tentu 
harus sesuai dengan kepentingan rakyat, artinya 
rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat orang-
seorang atau golongan-golongan, apalagi rakyat 
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asing. Hukum Tanah Nasional tidak diadakan 
untuk menjamin kepentingan orang-orang asing 
atau modal asing, seperti Agrarische Wet dulu 
(Harsono, 2008). 
  
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu 
kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA yang 
menegaskan bahwa hak menguasai dari negara 
Indonesia yang merupakan organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai dari negara 
melahirkan wewenang untuk memanfatkan bumi, air, 
ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, untuk kemakmuran seluruh 
Rakyat Indonesia.  
UUPA sebagai salah satu sumber dari Hukum 
Tanah Nasional secara tegas menghindari kesesuaian 
dengan orang asing melalui penerapan prinsip atau asas 
kenasionalan yang tercermin dalam ketentuan Pasal 21 
ayat (1) UUPA. Pasal tersebut berkesesuaian dengan 
kepentingan rakyat Indonesia karena hanya 
mengijinkan WNI yang mempunyai hak milik atas 
tanah. Hak penguasaan Bangsa Indonesia sebagai hak 
penguasaan tertinggi diatur dalam Pasal 1 UUPA, yang 
bunyinya sebagai berikut : 
1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan 
tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang 
bersatu sebagai bangsa Indonesia. 
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dalam wilayah Republik 
Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa adalah bumi, air dan ruang 
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 
kekayaan nasional. 
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan 
bumi, air serta ruang angkasa termaksud 
dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan 
yang bersifat abadi. 
 
Dengan demikian dalam pembahasan ini teori 
yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori 
kepastian hukum. UUD 1945 dan UUPA telah 
memberikan kewenangan kepada negara dalam hal ini 
pemerintah berupa wewenang atribusi yang 
mengamanatkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang 
angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di 
dalamnya adalah kekayaan nasional. Kekayaan nasional 
berarti kekayaan seluruh rakyat Indonesia. Karena 
merupakan kekayaan milik rakyat Indonesia, maka hak 
milik atas bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada 
di tangan rakyat Indonesia. Dengan demikian orang 
asing tidak dapat mempunyai hak milik atas bumi, air 
dan ruang angkasa Negara Indonesia, tetapi 
dimungkinkan untuk hak atas tanah  yang lain berupa 
Hak Sewa dan Hak Pakai. 
Hanya saja Hukum Tanah Nasional harus pula 
memenuhi perkembangan jaman yang oleh Boedi 
Harsono disebut sebagai permintaan jaman. Dikatakan 
lebih lanjut bahwa: 
 “Hukum Tanah Nasional bukan saja memenuhi 
keperluan-keperluan dewasa ini tetapi juga 
harus memberikan kemungkinan untuk 
menampung atau menyelesaikan persoalan-
persoalan hari depan.” 
         Adanya keperluan untuk menampung persoalan-
persoalan dikemudian hari itulah yang membuat UUPA 
tidak menganut prinsip nasionalitas secara kaku. 
Penerapan asas nasionalitas dalam UUPA, terutama 
dalam hal kepemilikan hak atas tanah, memberikan 
konsekuensi terhadap perlakuan antara WNI dengan 
WNA. Perbedaan perlakuan tersebut adalah wajar, 
terutama terkait dengan kedudukan tanah bagi 
masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan yang 
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penting. Pembentukan UUPA memiliki pandangan 
bahwa penguasaan orang asing terhadap tanah 
dimungkinkan dalam rangka pembangunan nasional. 
Orang asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah di 
Indonesia, selama kepentingan WNI tidak terganggu, 
dan juga pengusahaan tanah oleh orang itu dibutuhkan 
oleh pemerintah dalam rangka ekonomi Indonesia. 
Pasal 21 ayat (1) UUPA yang membatasi Hak 
Milik atas tanah bagi orang asing telah sesuai dengan 
penerapan prinsip atau asas nasionalitas untuk menjaga 
kepentingan bangsa Indonesia, sehingga ketentuan 
Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 yang 
memberikan perlakuan serta perlindungan yang sama 
kepada setiap orang di hadapan hukum tidak dapat 
sepenuhnya dijalankan, karena keberadaan hak 
seseorang itu dibatasi oleh hak orang lain dan 
pengaturan Hak Milik atas tanah harus memperhatikan 
kepentingan bangsa Indonesia yang lebih luas demi 
mencapai kemakmuran rakyat. 
Perjanjian Pinjam Nama (nominee)) merupakan 
perjanjian jenis baru  yang timbul, tumbuh dan hidup di 
masyarakat karena asas kebebasan berkontrak. 
Keterbatasan hak dari WNA terhadap tanah di 
Indonesia terutama dalam hal hak milik menyebabkan 
perjanjian nominee ini muncul sebagai alternatif dalam 
menguasai hak milik atas tanah. Perjanjian Nominee 
bisa dikatakan perjanjian simulasi (perjanjian pura-
pura) yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam hal ini 
Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing 
bahwa mereka keluar menunjukkan seolah-olah terjadi 
perjanjian antara mereka, namun sebenarnya secara 
rahasia mereka setuju bahwa perjanjian yang nampak 
keluar itu tidak berlaku, ini dapat terjadi dalam hal 
hubungan hukum antara mereka tidak ada perbuatan 
apa-apa atau bahwa dengan perjanjian pura-pura itu 
akan berlaku hal lain.  
Perjanjian ini dibuat dimaksudkan sebagai 
penyimpangan hukum bagi orang asing/WNA untuk 
menguasai dan memiliki bidang tanah hak milik di 
Indonesia. Apabila dikaitkan dengan syarat sahnya 
suatu perjanjian menurut KUHPerdata, maka perjanjian 
tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 
1320 KUHPer. yakni tidak memenuhi suatu sebab yang 
halal. 
Undang-undang tidak memberikan pengertian 
mengenai “sebab” (oorzaak, causa). Sudah jelas bahwa 
yang dimaksud dengan kausa bukanlah sebab akibat, 
sehingga pengertian kausa di sini tidak mempunyai 
hubungan sama sekali dengan ajara kausaliteit. Pun 
yang dimaksud dengan pengertian “kausa” bukan sebab 
yang mendorong para pihak untuk mengadakan 
perjanjian, karema apa yang menjadi motif dari 
seseorang untuk mengadakan perjanjian itu menjadi 
perhatian hukum.  
Menurut yurisprudendi yang ditafsirkan dengan 
kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui 
syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan 
upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah 
pengawasan hakim.  
Hakim dapat menguji apakah tujuan itu dapat 
dilaksanakan  dan apakah isi perjanjian bertentangan 
dengan undang-undang ketertiban umum dan 
kesusilaan (Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 
KUHPerdata).  Pembentukan undang-undang 
mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian 
mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat jarena 
sesuatu sebab yang palsu atau terlarang.  
Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah 
sebab yang dilarang undang-undang atau berlawanan 
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 
Perjanjian yang dibuat dengan sebab demikian tidak 
mempunyai kekuatan.  
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Perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh 
warga negara asing dengan Warga negara Indonesia 
dalam hal penguasaan Hak Milik atas tanah dimana 
tanah tersebut yang sebenarnya dibeli oleh warga 
negara asing tetapi dengan adanya larangan penguasaan 
Hak Milik atas tanah bagi orang asing maka warga 
negara asing tersebut melakukan suatu perjanjian 
tertentu dengan Warga negara Indonesia di hadapan 
notaris/PPAT untuk dapat melindungi hak-haknya atas 
tanah Hak Milik tersebut dengan maksud 
menyelundupkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA.  
Menurut Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata 
mengenai syarat sahnya perjanjian, bahwa ada suatu 
sebab yang halal, artinya merupakan sebab dalam arti 
perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang 
akan dicapai oleh para pihak. Pembatasan berikutnya 
dapat juga disimak ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, 
yang dengan jelas menyebutkan bahwa para pihak tidak 
bebas untuk mengadakan perjanjian yang menyangkut 
kausa yang dilarang oleh Undang-Undang atau 
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 
Konsekuensi hukum bila perjanjian dibuat 
bertentangan dengan kausa tersebut adalah dapat 
menjadi penyebab perjanjian bersangkutan tidak sah 
atau perjanjian batal demi hukum. Apabila dianalisis 
dari Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman 
menunjukkan bahwa budaya hukum yang ditunjukkan 
oleh masyarakat melalui perjanjian Pinjam Nama 
(Nominee) dimana hukum cenderung disalahgunakan 
untuk kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan 
yang lebih luas, selain itu analis dari Teori Negara 
Hukum dari Utrecht, maka praktek-praktek perjanjian 
nominee dalam rangka mengalihkan Hak Milik atas 
tanah dari WNI kepada WNA harus dicegah karena 
bertentangan dengan ciri-ciri Negara hukum, yaitu 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu 
Warga Negara Indonesia. Tetapi perlindungan hukum 
tersebut harus dilakukan melalui peraturan-
perundangan. Perlindungan hukum kepada warga 
negara ini harus diberikan karena perjanjian nominee 
untuk memindahkan Hak Milik atas tanah secara isi 
perjanjian bertentangan dengan ketentuan Hukum 
Tanah Nasional, dimana UUPA merupakan salah satu 
sumber hukum pertanahan nasional tersebut. 
 
III. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian Penguasaan Hak 
Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui 
Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) yang diuraikan 
dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang Hak 
Menguasai Negara dalam konteks hak dan 
kewajiban negara sebagai pemilik kekuasaan untuk 
menciptakan kesejahteraan rakyat. Ketentua ini 
kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA yang 
melahirkan wewenang untuk memanfaatkan bumi, 
air dan ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya, untuk kemakmuran 
rakyat Indonesia. Penerapan asas nationalitas yang 
tercermin dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA 
sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. 
Sehingga pembatasan Hak Milik atas tanah bagi 
warga negara asing dalam UUPA memang perlu 
diatur tanpa bermaksud mendiskriminasikan 
keberadaan Hak Asasi Manusia tetapi demi 
kepentingan rakyat Indonesia.  
2. Perjanjian Pinjam Nama (nominee) untuk 
penguasaan Hak Milik atas tanah oleh warga 
negara asing tidah sah menurut ketentuan Pasal 
1320 KUHPerdata karena bertentangan dengan 
syarat objektif yaitu sebab yang halal. Sesuai 
ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA mengakibatkan 
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perjanjian tersebut batal karena hukum dan 
tanahnya jatuh kepada negara. 
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